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BUPATI UOROWALI
Dllatttlrllor arrrr a trrErl6r 4rErlrr. artr l\1, t lltsra NrlraJail trr ti/rt l a &liiratar

PERATUR.AIT BUPATI MOROWALI
ITOilOR g TAIIUI{ 2016

TATA CARA PEI|GANGKATAI| AIIGG(yTA I'IRII{SI PERUSAIIA.IIT DATRAII
KABI'PATEI| UOROITALI

DEI|GAN RAHMAT TI'HAN YANG UAIIA ESA,
DltD^rtir lrrlElaral A t rav.r\, F-r.,.'

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2OO9
tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali perlu
rucuctapk:an Feraturau tsupati ieniang Taia Cara
Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah
Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

3. Unciang-Unciang i,iomor 8 Tahun i999 teniang Periinciungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupalerr tsuoi, Kai.rupatcrr iviurowaii tiitr Kabupatcrr Balggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah. dan disempumakan
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOO tentang
Femi:cntui<an Kabupaten Buoi, Kabupaten iviorowaii <ian

Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahrrn 2OO4 Nomor 126, Tambahan I.emtraran Nega ra

Republik Indonesia Nomor 4438);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2OOZ tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah
KabupatenT Kota (i,embaran Negara Repubiik incionesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor g0
Tahun 2O15 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2e!-s \ta1r,:oa1 !oj6t.

8. Peraturan-oaerah Kabupaten tto.o*ali N.-.. i'iJ"" i'6os
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali
(kmbaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2OOg Nomor 02,
Tambalan lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor
n 1r)21.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2OO9
tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali (kmbaran
Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor O14O);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
KAEIUPATEN MOROWAII

BAB I
XETEI{TUAIT I'UUU

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati aciaiah Bupati Morowaii.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagpimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
D^--;-.^L^- r'\^a-^L .,^-- 

---:--:- --l^l--^-^^- Trn,-^- D----:-+^L^-
J <!16 auvuruuP4a ye.6ra

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang disahkan oieh Kepala Daerah

ciengan persetujuan Dewan Perwai<iian Rai<yat Daerah Kabupaten Morowaii.
6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali selanjutnya

disingkat PD Morowali.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten

Morowali.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.
9. Manager administrasi dan keuangan Perusahaan adalah manager Perusahaan

Daerah Kabupaten Morowali.
1O. Karyawan adalah Pegawai Perusahaan yang diangkat Direksi.
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BAB II
PENGAITGKATAIT DIRII(SI

Bagran Kesatu
Peneangkatan Direksi

Pasal 2

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;
(2) Usulan Badan Pengawas terhadap calon direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diutamakan dari swasta yang kompeten.
(3! Dalam hal Radan Pengawas hehrm terhenhrk, htsas Radan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilaksanakan oleh tim
seleksi yang dianghat oleh Bupati;

Pasal 3
(1) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang salah satunya diangkat sebagai

Direktur Utama selanjutnya sebagai Direktur Keuangan dan Umum, serta
Direktur Operasional;

(2) Pengangkatan Direktur Utama. Direktur Keuangan dan Umum. Direktur
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan
kolektjf kolegial dengan memepertimbangkan pengalaman dan kompetensi
-.^-i-^ -^-.i-^,raa4eurS ur4sar.5,

(3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabaian berikutnya.

(4i Pengangi<atan kembaii sebagaimana cirmaksuci pacia ayat J ltigai
dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. hasil usaha/laba perusahaan menunjukkan perkembangan yang
meningkat setiap tahun;

b. posisi perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dikecualikan akibat force m.ejeur:

c. laporan pertanggungiawaban Direksi pada akhir masa jabatan dinilai
baik dan tanpa syarat oleh bupati melalui Badan Pengawas;

,{ l^-^-^- aa*r^-m,-^i^,,,a}raa +^}.r.-^- ,{i--l--i --l^'.^ e ,+i^^l +^}.,,-v ts5q, rururr
terakhir dinilai baik dan diterima dengan baik oleh bupati melalui
Badan Pengawas.

(+; Direkrur Keuangan <ian Umum, Direktur tJperasionai ciaiam menjaiankan
tugasnya bertanggunglawab kepada Direlrtur Utama.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Direksi

Pasal 4

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan
umum sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. usia minimal 3O (tiga puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima

tahun) tahun pada saat diangkat pertama kali;
c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari

T'\^',|-+-- D----i-+^L

d. berkelakuan baik dan bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat
keterangan dari instansi berwenang.

e. riciak sedang menjabat sebagai pengurus partai poiitik;
f. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih;

g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati
atau dengan Anggota Badan Pengawas atau Direksi lainnya sampai

2



deraiat ketiea baik menurut saris lurus mauDun kesampine termasuk
menantu dan ipar;

h. memiliki profesionalisme serta moral yang baik;
!. :req,r.mizllt:t 4-!!=.: -'r.'r.1.'zt hld-',,:=:
j. bersedia bertempat tinggal di wilayah Morowali.

(2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
:.,.......-,.._,...!.:.._-.......:.,..':-:..,.-....._:...,...:_:.--::..:

1. berpendidikan sekurang-kurangnya Sa{ana (Sl);
2. menyampaikan iaporan kekayaan yang dimiiiki secara benar;
3. membuat oan menyajii<an proposal tentang visi cian mrsi serla

rencana strategis Perusahaan Daerah;
4. tidak merangkao iabatan lain dalam suatu perusahaan lain atau bentuk

usaha lainnya yang bersifat mencari untung (profit oiented);
5. Bagi Pegawai Negeri harus melepaskan status kepegawaiannya.

{:1) Per:;,r:r':t=:: !:-I-:-: -a3b3gai=$a di:::r!rsud pldr P::==! 4 ::r,11 12t =-gl:r {1)
pada saat penerimaan dan/ atau pendaftaran calon Direksi tidak mencukupi
sesuai kebutuhan, maka dapat menerima calon pendidikan SLTA sederejat

yvlrEs,rcurrsrr !u|./r!ro.rr6 u.'o.rra. l/La L^u

Bagian Ketiga
T=t: l=i= P:-i=i-=-- 4=- P:- s=:: 

=r-:= 
t= - L\i:::r.:=!

Pasal 5

(1) Tim seleksi pen_iarinqan calon Direksi, dianekat berdasarkan Keputusan
Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat
r.14trr.!r pe11i.rer! cr"rrar" htg-esnr.,e ,l"lq-.r" (3prhr..sa-l K+l-'r-r Tirlr

(3) Tim seleksi penjaringan calon Direksi membuat perencanaan pengadaan
calon Direksi.

administrasi, wawancara serta seleksi lainnya yang diperlukan.
(5) Hasil seleksi diumumkan selambat-iambatnya i (satu) buian setelah seluruh

Hhapan seieKsr seiesar cian otiaporkan kepacia ijupau meiarur ijaoan
Pengawas.

Pasal 6

(1) Pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
sebelum masa jabatan Direksi yang lama bera-khir.

i2y Sci.rciurl uircksr ruciaksan rair,an r Lug,asrrya, tiriairur.arr lrciauri-rrtui dir-rr

pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.
(31 Pelantikan dan pengambilan sumpah .iabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan
Bupati tentang pengangkatan Direksi ditetapkan.

ijaEiiirr i\ccmPaL
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Pasal 7
Sebelum memangku labatannya, Dlreksl dilantik dan mengucapkan sumpah
menurut agarna dengan sungnrh-sungguh di hadapan Bupati sesuai
ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penunjukkan Pelaksana T\rgas

Pasai 8
(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi' 

baru masih dalam Droses. Bupati dapat menuniuk/meneanskat oelaksana
tugas Direksi yang dipandang marnpu dan kompeten.

(2) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditet':=ko:: de-3a- !{:pu!'::a- B-=ati,
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertaku sampai' ' 

dengan adany'a pelantikan Direksi yang baru paling lama 3 (tiga) bulan'
(+; ;i, chsi Jiii:6 .iitiiri5,kai- s- oagar pviaks:.i:'a l-u5,tis aiia-l iiiiair-iarr



pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB III
TUGAS POKOK D.CN FT'NGSI DIREKSI

Bagian Kesatu
Direktur Utama

Pasal 9

Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, mengelola, dan mengendalikan serta
merencanakan tei<nis operasionai pengeioiaan Perusahaan Daerah
sesuai dengan Peraturan Daeral. dan Rencana Ke4'a Anggaran (RKA)
serta mempertanggungiawabkan penggunaan dan pengelolaan
kekayaan Penrsahaan Daerah.

Pasal 1O

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama bertanggungiawab
kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Kedua
Direkhrr Keuangan dan Umum

Pasal 11

(1) Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan, merumuskan tujuan cian sasararr serta
mengelola PD Morowali di bidang keuangan, sumberdaya manusia,
hukum serta hubungan masvarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Direktur Keuangan dan Umum mempunvai fungsi :

a. mengkoordinasikan tr-rsas-tugas bidang Keuangan dan Umum;
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Perusahaan Daerah dengan

Direksi, Badan Pengawas, Pemerintah Daerah dan institusi
Iainnya dalam bidang keuangan, umum, sumber daya manusia,
hukum dan hubungan masyarakat;

c. l,ferum'.lskan tujuan dan sasaiara, pet';njuk teknis
evaluasi dan monitoringpenyelenggaraan Perusahaan Daerah
dibidang keuangan, umum, sumber da3ra manusia. hukum dan
hubungan masyarakat;

d. Menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaan
biciang keuangan, umum, sumber daya manusia, hui<um dan
hubungan masyarakat; dan

e l\.if el alrsatr akan ncncrlrnarrlinaqian /kcriaearna

dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang
keuangan, llmllm, sumber daya manusia, hukum dan hubungan
masyarakat.

Bagian Ketiga
Dire kt-r.ii- Oper asioital

Pasal 12
(l) Direktur operasional mempunyai tugas pokok men€$<oordinasikan,

merumuskan tujuan dan sasaran serta menyelengarakan kegiatan
Perusahaan Daerah di bidang teknik operasional, perencanaan
dan teknologi informasi, produksi, distribusi, nengolahan data'
dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

dan lrern if ra an
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ayat (1) Direktur Operasional mempunyai fungsi :

a. Meng!<oordinasikan tugas-tugas di lingkup direktur operasional;
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PD Morowali dengan

l)ireksi, Radan Pengawas- Pemerintah T)aerah dan institrlsi
Iainnya dalam bidang teknik operasional, perencanaan dan
teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan
* ^- -^-,-1.- ^^: ^^'t---.L -^- -r,-: ^- r-^-j^.^- ^- ^-^ -: ^- ^t.r!.9r,I.69 v cu(rcr.sr scrLal t-lrr r a"lrEr\6[rcur r\Etsra,L€Lrr i-rPcr, cr.slrJlrcu,

c. Merumuskan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi
dan monitoring pengelolaan Perusahaan Daerah bidang
operasional, perencanaan dan teknologr rniormasr, produksr,
distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh
rangkaian kegiatan operasional;

d. Menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaan
bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi
informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan
mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional; dan

e. Melaksanakan pengkoordinasian/kerjasarnadan kernitraan
l^--^- .--:+ 1,^-:^ /:-^a^-^: /l^.-L^-^ -:1-^1' 1-^+:-^L.\-rrSanr ^\.rJal r^rsLa.rr'Jr/ ruurl/o.t'o. yurc-r! ^vrj5a.bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi
inforrnasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan
mengevaiuasi seiuruh rangkaian kegiatan operasionai.

BAB IV
TATA CARA PEIAFORAIf XEI'AI|GAI{

Pasal 13

(1) Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan'
(2) l,aporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meruPakan

iap,r.rran perhitungan rugi/iaba <ian neraca Ferusahaan Daerah yang
disampaikan setiap 9O (sembilan puluh) hari sekali, kecuali apabila
diminta oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

di4iukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 14

(f) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan- 
laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan

Pengawas, yang disampaikan kepada Bupati.
(2) Laporan tahunan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud glda ayat' . 

disusun pada akhir tahun buku sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan 1'ang berl;aku, dengan mencantumkan :

a. ne:'aca jlang nengga:nba;kan posisi kekai'aan, ke""'qiban dan nodal
Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku;

b. daftar perhitungan rugi/laba yang menggambartan pendapatan dan

biaya Perusahaan Daerah seiama periocie tahun buku;
c. dafLrr arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan

pengeluaran kas Perusah_aan Daerah, selama periode tahun buku; dan

a. iaftir perubahan modal yang menggambarkan -kenaikan dan
- p."".""i" modal perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku.

(3) Laioran tahunan sebagaimana dimaksud pada a-v3t- (1] dT ayat ('21

'-' aiir-p"itan paling tam-Uat 12O (seratus dua puluh) hari setelah tahun

buku'Perusahlan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling

lambat dalam'*'aktu 30 (dga pJuh) hari setelah ditenma'
r+r nirlksi menyebarlua"[".-t"p".""' tahunan melalui media massa paling

'-' ;;';;[ i-s-(tiil;Gt"sl hari stitelah disahkan oleh Bupati'
(5) ;;;t 

- 
c;r"k"i a,rau Bada.r pengar-as yang tidak mena,-idaranga,ri
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laporan tahunan sebagaimana dimaksud
alasannya secara tertulis.

pada ayat (l) harus disebutkan

BABV
PEMBERHEITTIAN DIREKSI

Pasal 15
(1) Direksi berhenti karena :

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;

(21 Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengagas

e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan yang

Pasal 16

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2)
huruf a dan huruf b diberhentikan dengan hormat;

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (21

huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan tidak dengaa hormat.

Pasal 17

(1) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
ayat (21 huruf c, huruf d, dan huruf e atas usul Badan Pengawas
diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan
Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian

Pasal 18

(1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) maka Badan Pengawas
---r^r.. l^^-.^ 

-^r^1,^^-^l-^- -:)^-- -.^^- l:l-^l:--j ^1^l^ r\:--l--i -.^--Si,iciaii rriit i-is IIieia l'aariai.iaii.ri DrLrilrrEi J an.r5, Lurroruu I (JrEtt 1.,u c!l's.r J cu.rB

bersangkutan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan
diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

(2) Hasil srdang tladan Pengawas sebagalmana dlmaksud dalam ayat (Il
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.

(a) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1! Direksi
yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap
menerima keputusan yang ditetaPkan oleh Badan Pengawas'

Pasal 19

sebelum masa jabatannya berakhir karena :

a. permintaan sendiri ;
h qeqrrrt!r L^l -,^-^ 

"frer:c,n!:ihrtlu t----^6^l-,+^-
melaksanalan tugasnya secara optimal;

c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
ci. meiakukan tinciakan arau siir-ap yang bertentangan

kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
oengan

(1) paling lambat dalam waktr: 14 (empat belas) hari sejak 
-. 

diterimanya' 'Kepulusan Bupati tentang pemberhentian, Direksi yang diberhentikan
daiat mengajr.fl<an keberatan secara tertulis kepada Bupati'

(2) piing tamtat dalam waktg 6 (enam) bulan sejak diteriman-'a permohonan
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keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan untuk menerima
atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Bupati belum mengambil keputusan
terhadap permohonan keberatan, maka Badan Pengawas mensambil
Keputusan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 2O

(f ) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan beralhir, Bupati
mengangkat Peiaksana Ttrgas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2i Masa jabatan Peiaksana Tugas paiing iama 3 (tigai buian.

BABVI
XETEI|TUAIT PETUTTIP

Pasal 21

Hat-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksana€urnya ditetapkan iebih ianjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan peqelnpatanxJ.4..dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

f/
MOROWALI,

Ditetapkan di Bungku,
pada tanggal l(o pebruari aolb

[,d
Diundangkan di Bungku
pada tanggal t! februari eotb

lz aErn l,FErlr lr.1

}IAIDHZUN ILITAN RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR...W....

R
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